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BAB I 

  PENDAHULUAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  
 

 Undang-Undang (UU) Nomer 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah 

untuk mendukung pelaksanaan sistem desentralisasi sebagai upaya pembangunan 

Negara. Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya berarti pemberian kewenangan 

dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya 

secara optimal. Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan 

pusat kepada daerah. Desentralisasi terdiri dari berbagai aspek yaitu desentralisasi 

politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi 

bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas 

fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat  

 Desa merupakan unit sistem pemerintahaan, yang tersusun atas kumpulan 

masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan 

mengurus pemerintahaan, kepentingan masyarakat, dan tujuan masyarakat, hak 

asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014). 

Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk 

menyelenggarakan pemerintah, pengetahuan kemasyarakatan serta pemberdayaan 

desa di daerahnya. Sebagai upaya untuk mendukung terciptanya otonomi daerah, 

pemerintah pusat memberikan anggaran khusus yang dianggarkan dalam 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah 

pedesaan dalam bentuk Dana Desa.  

 Faktor individu dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan 

desa menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas 

pengelolaan dana desa yang masih rendah sehingga terjadinya penyalahgunaan 

atau penyelewengan dana desa yang disebabkan oleh banyak  faktor. Indonesia 

Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada empat faktor yang menyebabkan 

terjadinya korupsi dana desa, diantaranya; pertama, kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan dana desa; kedua, masih 

kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkat; ketiga, 

lembaga desa yang belum sepenuhnya diberdayakan dan keempat, kompetitifnya 

arena pemilihan kepala desa yang mengakibatkan tingginya cost politik 

(www.antikorupsi.org).  

 Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola dana desa 

menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan maksimal. Kompetensi 

sumber daya manusia yang ada didalam lingkungan desa seharusnya mempunyai 

kualitas diri yang dapat dilihat dari latar belakang Pendidikan, pengalaman, skill 

atau kemampuan, serta tanggungjawab. Tujuannya untuk menghasilkan output 

dan hasil kerja yang maksimal. 

Pemanfaatan tekonologi informasi. Pengunaan teknologi informasi yang 

ada di desa-desa seharusnya memadai, dengan adannya alat bantu teknologi 

informasi berupa laptop, komputer, dan printer  membantu aparatur desa dalam 

http://www.antikorupsi.org/
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membuat dokumen-dokumen desa secara menyeluruh serta membantu proses 

penyusunan laporan keuangan pemerintah desa dalam pelaporan secara cepat dan 

tepat. 

 Partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran merupakan faktor 

yang menentukan kegiatan organisasi berjalan secara lebih efektif dan efisien. 

Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap 

pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan.   

 Pengawasan. Pengawasan Adalah suatu upaya yang sistematik untuk 

menetapkan kinerja standart pada perencanaan untuk merancang sistem umpan 

balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standart yang telah 

ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta 

untuk mengambil tindakan tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan 

seefektif dan seefisen mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.  

 Peran Perangkat Desa merupakan unsur pemerintahan desa yang terdiri 

dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa 

dibawah naungan kepala desa. Teori Stewardship menjelaskan bahwa, principals 

memberikan wewenang kepada steward untuk melakukan tugas sesuai apa yang 

telah diamanahkan. Kepala desa dan perangkat desa bertanggungjawab atas 

pemanfaatan dana desa yang diberi oleh principal. Hubungan kerjasama antara 

kepala desa dengan perangkat desa akan menjadikan pengelolaan dana desa lebih 

terbuka, sehingga akan mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa.. 
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 Sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yaitu proses 

dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok 

melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan 

asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang (PP No.60, 

2008). Dengan tujuan kegiatan yang dilakukan dijalankan dengan efektif dan 

efisien, pelaporan keuanganya dapat diandalkan, serta pengamanan aset-aset dan 

ketaatan sesuai dengan peraturan Perundang-Undang.  

 Komitmen organisasi. Komitmen organisasi menjadi tolok ukur sejauh 

mana aparat pemerintah desa memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk 

mempertahankan keanggotaanya dalam suatu organisasi. Dengan komitmen 

organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah desa 

untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan, komitmen yang 

tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada 

kepentingan pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang baik 

sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan Bersama. 

 Kepemimpinan kepala desa menjadi salah satu indikator kompetensi yang 

dimiliki kepala desa. Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi dienteukan oleh 

banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam 

organisasi tersebut (Fathoni, 2015). Semakin baik tokoh pemerintah mengetahui 

kepentingan masyarakat dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan 

masyarakat, maka masyarakat akan semakin baik dalam melaksanakan dan 

membantu pemerintah dalam pengelolaan program pembangunan tersebut. 
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 Menurut berita yang termuat dalam berita https://.radarkudus.jawapos.com 

anggaran dana desa kabupaten pati 2020 meningkat Rp. 13,6 Miliar. Sehingga 401 

desa di pati akan dikucur anggaran dana desa 2020 mencapai Rp. 430 miliar. 

Anggaran dana desa terus meningkat setiap tahun membuat Pemerintah Daerah 

terus meningkatkan Pengawasan karena rawan penyimpangan. Bupati Kabupaten 

Pati mengumpulkan semua kepala desa dan sekretaris desa untuk diberikan arahan 

tentang pembagian anggaran dana desa 2020 dan pengunaannya. Anggaran dana 

desa sebelum dicairkan harus direncanakan dulu mulai sekarang, sebab yang 

mencairkan kepala desa, pelaksanaan tim desa, dan lainnya. Makannya rawan 

terjadi penyimpangan, oleh sebab itu  harus jauh-jauh hari direncanakan. 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya 

kelemahaan terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa 

aspek yang menjadi titik fokus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yaitu aspek 

pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, dari 

aspek pembinaan ditemukan pemerintah belum merencanakan dan 

melaksanakannya pembinaan pengelolaan dana desa secara memadai, monitoring 

dan evaluasi kegiatan pembinaan atas pengelolaan dana desa juga belum 

dilaksanakan secara optimal. Sedangkan dari aspek pengawasan ditemukan bahwa 

regulasi yang ada pada saat ini belum sepenuhnya mendukung pengawasan yang 

baik. Selain itu pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan atas 

pengelolaan dana desa oleh pemerintah juga kurang memadai 

www.Semarang.bpk.go.id . Selain ketidaksesuaian dengan rencana yang 

ditetapkan, berdasarkan berita yang termuat dalam https://news.detik.com pada 

https://.radarkudus.jawapos.com/
http://www.semarang.bpk.go.id/
https://news.detik.com/
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tahun 2017 terdapat 11 kasus penyalahgunaan dana desa di jateng diproses 

hukum. Dari penyalahgunaan itu terdapat kabupaten pati sebagai salah satu 

penyahgunaan dana desa. Berita yang termuat dalam https://jatengtoday.com 

Kades kedungmulyo pati rugikan Negara hingga Rp. 107,4 juta, dengan temuan 

diantaranya adanya pelanggaran korupsi terkait keuangan desa,  pemalsuan tanda 

tangan ketua Rw 02 dan Penyalahgunaan wewenang. Dan dalam berita yang 

termuat dalam https://jateng.tribunjateng.com kepala desa Bulumanis lor, 

kecamatan margoyoso kabupaten pati diadukan atas dugaan korupsi dalam 

penggunaan dana desa tahun 2018 yang mengakibatakan kerugian mencapai Rp. 

175.280.000. 

 Penyimpangan dana ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang 

tidak tercapai dalam dalam rangka melakukan pertanggungjawaban atas apa yang 

telah dilakukan oleh perangkat desa tersebut. Berdasarkan kasus diatas, dapat 

diketahui bahwa akuntabilitas di kabupaten pati masih kurang. Hal ini 

dikarenakan masih terjadinya ketidaksesuaian antara rencana yang telah 

diterapkan. Beberapa kasus yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa yang terjadi di kabupaten pati disebabkan oleh kurangnya 

tanggungjawab dan kesiapan dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat 

dan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Beberapa masalah tersebut menyebabkan tanggungjawab dari pemerintah desa 

dalam mengelola keuangan menjadi rendah dan menyebabkan kecurigaan 

masyarakat dari masyarakat.     

https://jatengtoday.com/
https://jateng.tribunjateng.com/
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 Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

tentang pengelolaan dana desa. Karena isu yang beredar dikalangan masyarakat 

berhubungan tentang dana desa banyak dari pihak masyarakat yang meragukan 

keberadaan pengelolaan dana desanya serta banyaknya pemberitaan mengenai 

korupsi pengelolaan dana desa. Oleh karena itu judul dalam penelitian ini adalah  

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Peran Perangkat Desa, 

Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan  Kepemimpinan 

Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.   

Berdasarkan penelitan (Anggraeini, 2019) dengan penelitian yang saya 

lakukan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dilihat dari segi variable 

independen yang digunakan. Penelitian (Anggraeini, 2019) menggunakan 

Variable Independen (X) Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, dan Peran Perangkat 

Desa. Dengan variable Dependen (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 

Penelitian dilakukan pada Desa Se-Kecamatan Kanjoran. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan Variabel Independen (X) Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Peran 

Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, dan 

Kepemimpinan Kepala Desa dengan Variabel Dependen (Y) Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilakukan pada Desa se-Kabupaten Pati. 
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1.2  Rumusan Masalah  

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa? 

3. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa? 

5. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

6. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

7. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan akuntabilitas dana desa? 

8. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah  diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  

2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh partisipasi 

penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengawasan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris peran perangkat desa 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

6. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris sistem pengendalian 

internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

7. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris komitmen organisasi 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

8. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris kepemimpinan kepala desa 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai : 

1. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu referensi maupun 

tinjauan secara nyata yang mendeskripsikan sejauh mana kinerja 

pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-

pihak yang ada dalam pemerintah desa. 

c. Penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan bagi 

pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam 

menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar program 
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desa dapat memberikan manfaat secara optional kepada masyarakat 

desa dan menjadi salah satu pilar pembangunan infrastuktur dasar 

desa. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian diharapakan dapat menambah pengetahuan bagi 

masyarakat. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi peran 

pemerintah desa. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


